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BAB I

PENDAHULUAN
I.I LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dii Kabupaten Pemalang. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen kepemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan good governance dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD  menyusun Renstra Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 
Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kecamatan Bodeh, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Kecamatan Bodeh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )  menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2011 - 2016 yang mampu memberikan gambaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,  program  dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD ) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2011 -2016 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk jangka waktu 5  ( lima ) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahun.
I.2 LANDASAN HUKUM


Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, berlandaskan pada : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Agustus 2005 Nomor : 050/2020/SJ perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2003-2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM )  Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016;
17. Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor : 050/190/Bpp tanggal                      20 Januari 2011 perihal Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD,  Renja SKPD, Penyelenggaraan Musrenbang dan Jadwal Perencanaan Tahun 2011.

Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2011 Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang 2011 - 2016                                                     
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah                                     ( Renstra-SKPD ) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun     2011 -2016 
disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Bodeh dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Bodeh setiap tahunnya.
Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2011 -2016 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Bodeh untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang  dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Bodeh;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Strategis ( Renstra )  Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

I .  PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
1.2  Landasan Hukum

1.3  Maksud dan Tujuan

1.4  Sistematika Penulisan.
II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
III.
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI                   PELAYANAN SKPD
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi              Pelayanan SKPD
3.2 Telahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telahan Renstra K/L Dan Renstra
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi SKPD
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi Dan Kebijakan
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
     VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.I TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Perda Kabupaten Pemalang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang dan Peraturan bupati Pemalang Nomor : 55 Tahun 2008 Tentang Penjabaran tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang Kecamatan Bodeh selaku SKPD mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :
1. Tugas Pokok Dan Fungsi


Tugas pokok Kecamatan Bodeh selaku SKPD adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Selain tugas pokok tersebut adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Bodeh juga mempunyai fungi yang meliputi :
a. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.

d. Pelaksanaaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Struktur Organisasi
Kecamatan Bodeh merupakan SKPD adalah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Pemalang mempunyai struktur susunan organisasi sesuai dengan  peraturan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
4.4 Subbagian Perencanaan
4.5 Subbagian Keuangan 
4.6 Subbagian Umum
3.
Seksi Tata Pemerintahan
4.6.1 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.6.2 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.
Kelompok Jabatan Fungsional
Eselonering jabatan pada Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

a. Camat




= Eselon III.a

b. Sekretaris
Kecamatan


= Eselon III.b
c. Kasi Pemerintahan



= Eselon IV.a
d. Kasi PMD




= Eselon IV.a

e. Kasi Tramtibum



= Eselon IV.a
f. Kepala Subbagian
Perencanaan

= Eselon IV.b
g. Kepala Subbagian
Keuangan

= Eselon IV.b

h. Kepala Subbagian
Umum

= Eselon IV.b

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang dan Peraturan bupati Pemalang Nomor : 96 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Jabatan struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, dari masing-masing jabatan struktural tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. C a m a t

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis , program dan kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang beralku sebagai pedoman pelaksnaan tugas; 

b. melaksnakan sebagaian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
c. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksnaaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang beralku dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan pelaksnaan tugas;

d. menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan program dan kegiatan, ketataushaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, organisasi, tata laksana dan rumah tangga kecamatan guna tertib adsministrasi;
e. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui proses perencanaan pembangunan pembinaaan, pengawasan dan evaluasi terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta dan tugas-tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat sessuai ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegaitan pembangunan lebih lanjut;
f. menkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketetertiban umum di wialayah kerja kecamatan dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
g. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang beralku dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan guna tegaknya peraturan;

h. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitan pelayanan umum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instsnsi vertikal terkait serta pihak swasta guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;

i. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan melalui pengkoordinasian kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dan instansi vertikal terkait guna keterpaduan dan sinkronisasi pelaksnaan tugas;

j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan melalaui pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ;

k. menyelenggarakan upaya pemberdayaan masyarakat yang mencakup program peningkatan ekonomi dan pembangunan, pendididkan dan kesehatan serta peningkatan kesejhateraan sosial sesuai dengan ketentuan guna memajukan kehidupan masyarakat;

l. menylenggarakan tertib administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangannya guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan tanah dan pembayaran pajak;

m. menylengarakan pelaksnaan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna pencapaian tujuan pemerintahan;

n. menjabarkan perintah atasan baik secsra lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksnaaan tugas;
o. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

p. mengawasai pelaksanaan tugas bawahan dengan cara pemberian petunjuk, bimbingan, binaan dan arahan untuk peningkatan kinerja;

q. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang beralku guna peningkatan kinerja;

r. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksnaan tugas secara berkala agar tercapai sasran dan tujuan yang telah direncanakan;

s. menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;

t. membuat laporan pelaksnaan tugas tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan masyarakat, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, kepala desa dan/atau lurah dan perangkat desa dan/atau kelurahan kepada Bupati secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

u. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masjukan dslam pengmbilan keputusan;

v. melaksnakan tugas lain yang dierikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretariat Kecamatan
Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksnakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan dan masyarakat, adapun Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang beralku sebagai pedoman pelaksnaan tugas;

b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran                ( RKA ) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rencana Kerja, Renstra dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksnaan tugas;

c. menyelenggarakan pengelolaan urusan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, tata laksana, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
d. mengkoordinasikan pelaksnaan tugas dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas terpadu;
e. mengawasi pelaksanaan tugas, dengan cara  memeriksa, meneliti, membimbing dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;
f. mengevaluasi pelaksnaan tugas bawahan secara rutin sebagai bahan penilaian kinerja;

g. menganalisis data dan informasi kesekretariatan secara sistematis untuk disajikan kepada atasan

h. melaksnakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pelayanan tamu dan keprotokolan untuk tertib administrasi;

i. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan unit kerja desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang beralku untuk tertib administrasi;

j. melaksnakan dan mengkoordinasikan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan prosedur pelayanan untuk kepuasan masyarakat;
k. mengkoordinasikan pelaksnaan tugas-tugas kepala seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

l. memberikan pelayanan kunjungan kerja, tamu kedinasan dan informasi tentang kegaitan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum untuk dipublikasikan dan didokumentasikan;

m. melaksnakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan dan kegiatan seksi-seksi sesuai ketentuan yang beralku sebagai bahan penyusunan laporan;

n. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah               ( LAKIP ) dan pelaksanaan pengawasan melekat (WASKAT) dan jenis laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib pelaporan;
o. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja;

p. membuat laporan pelaksnaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

r. melaksaakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksnaan tugas.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan subbagian umum.

2.a. Subbagian Perencanaan
Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksnaan tugas serta pelayanan teknis dibidang perencanaan program dan kegiatan evaluasi dan pelaporan, dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan kecamatan yang meliputi penyusunan rencana strategis ( Renstra ), rencana kerja ( Renja ), dokumen pelaksnaan anggaran ( DPA ) , rencana kerja dan anggaran ( RKA ) , lakip, waskat, dan dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan yang beraku sebagai pedoman pelaksnaan tugas;

b. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku guna disajikan kepada atasan;

d. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing, dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;

h. menyiapkan bahan monitoring dan evalasi pelaksanaan tugas kesekretaiatan sesuai tugasnya untuk mengetahui perkembangan pelaksnaan tugas;
i. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja bawahan;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagi bahan pengambilan keputusan;

k. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2.b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksnaan tugas serta pelayanan teknis dibidang pengelolaan keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a.   menyusun program dan kegiatan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksnaan tugas;
b.   melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan yang beralku untuk tertib administrasi;
c.  menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelanncaran pelaksnaan tugas;
d.   membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;
e.   melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas subbag dan seksi kerja  terkait untuk kelancaran tugas terpadu;
f.  mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing, dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;
g.   mengelola data dan informasi keuangan dan perlengkapan secara keseluruhan untuk dianalisis lebih dahulu;
h.   meneliti berkas kelenngkapan SPP LS, pengadaaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku untuk disyahkan atasan;
i.   mengelola berkas kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang beralku untuk disajikan kepda atasan;
j.  melaksnakan verifikasi secara berkala atas pengajuan keuangan baik dari sekretariat maupun masing-masing seksi guna tertib administrasi keuangan;
k.  melaksanakan pembuatan akuuntansi keuangan kecamatan sesuai ketentuan yang beralku guna tertib keuangan;
l.  melakukan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan yang beralku guna tertib keuangan;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
n. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja bawahan;
o.   membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;
p.   memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagi bahan pengambilan keputusan;
q.   melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2.c. Subbagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksnaan tugas serta pelayanan teknis dibidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksnaan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun program dan kegiatan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksnaan kecamatan sesuai ketentuan yang beralku sebagai pedoman pelaksnaan tugas;

b. 
mengelola ketatausahaan meliputi surat-menyurat perjalanan dinas, pelayanan tamu, pelaksnaan rapat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksnaan tugas;
c.
menyiapkan bahan pengaturan ketatalaksanaan yang meliputi penataan prosedur kerja pengaturan tata ruang, kebersihan dan penggunaan seragam dinas serta penatalaksnaan lainnya sesusia dengan ketentuan;

d. melakukan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah sesuai  ketentuan yang beralku agar diketahui jumlahnya;
e. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksnaan tugas;
f. membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

g. melaksnakan koordinasi pelaksnaan tugas dengan unit keja terkait untuk kelancaran tugas terpadu;

h. mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti,  membimbing, dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;

i.   mengelola data dan informasi ketataushaan, kehumasan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksnaan kecamatan secara makro untuk dinalisa lebih lanjut;

j. menyiapjkan bahan pengelolaan kepegawaian yang melipuuti pemberkasan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;

k. menyiapkan sarana dan perlengkapan rapat koordinasi, upacara dan penyambutan tamu kedinasan dan peringatan hari-hari besar nasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

l.  melaksanakan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar terib pelayanan;
m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai tugasnya guna kesesuaian perencanaan dan hasil yang dicapai;

n. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja bawahan;

o. membuat laporan pelaksnaan tugas secar berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagi bahan pengambilan keputusan;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas membantu Camat 
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun  program  dan  kegiatan  seksi  tata  pemerintahan  sesuai de  ngan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksnaan tugas;

c. membagi pelaksnaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

d. melaksnakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan peaksnaaan tugas;

e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, binaaan dan arahan untuk peningkatan kerja;

f. menginventarisasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan wialayah kecamatan secara sistematis untuk dikaji lebih lanjut;

g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman teknis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan urusan peyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk disajikan kepada atasan;

h. mengelola administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna tertib administrasi pemerintahan;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna peningkatan pelaksanaan tugas;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang menjadi tanggungjawabanya guna peningkatan administrasi pemerintahan;

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembga-lembaga desa sesuai ketentuan guna peningkatan kapassitas kelembagaan desa;

l. melaksanakan koordinasi pembinaan politik dalam negeri sesuai dengan prosedur untuk disampaikan kepada atasan;
m. menyiapkan bahan dan faslitiasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan;

n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberian tunjangan perangkat desa sesuai dengan ketentuan guna tertib administrasi pemberian tunjangan;

o. melaksanakan pembinaaan penyusunan produk anggaran pemerintahan desa atau kelurahan untuk tertib administrasi pemerintahan desa atau kelurahan;

p. menyusun laporan semesteran monografi secara berkla sesuai dengan ketentuan guna teetib administrasi pemeritahan;

q. melaksanakan tertib administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan untuk tertib administrasi pertanahan;

r. mengelola data perangkat desa dan/atau kelurahan untuk kebutuhan administrasi pemerintahan;

s. memberdayakan kelembagaan desa da/atau kelurhan dengan pemberian motivasi dan bimbingan agar berperan aktif;

t. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja;

u. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dalam pengmbilan keputusan;
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdyaaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai  tugas  pokok   membantu  Camat  dalam  menyiapkan  bahan 
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan uraian tugas sebagai                 berikut :

a. menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksnaan tugas;

c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, binaan dan arahan untuk peningkatan kinerja;
f. menginventarisasi permasalahan kegiatan pembangunan wialayah kecamatan secara sistematis untuk dikaji lebih lanjut;

g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman teknis evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk disajikan kepada atasan;

h. mengelola administrasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna tertib administrasi perencanaan pembangunan;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah maupun swasta yang mepunyai program kerja dan kegiatan pemberdyaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna peningkatan pelaksnaan tugas;

j. melaksanakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi tanggungjawabnya guna peningkatan administrasi pembangunan;

k. melaksanakan persiapan musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan unit kerja terkait, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, lembaga/organisasi kemasyarakatan guna penyusunan prioritas pembangunan;

l. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial dan kemasyarakatan secara terpadu guna keberhasilan pelaksnaan tugas;
m. mengkoordinasikan pelaksnaan kegiatan pembinaan pendidikan, baik formal maupun non formal secara terpadu guna keberhasilan penyelenggaraan pendidikan;

n. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga secara terpadu guna keberhasilan program penngembangan pemuda dan olah raga;

o. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender               ( PUG) sesuai ketentuan guna keberhasilan tujuan persamaan gender;

p. menyiapkan bahan dan memfsiliasi pemberian dukungan alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan ketentuan guna keberhasilan pembangunan desa;

q. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana secara terpadu guna keberhasilan penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana;

r. melakukan pemberdyaaan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan guna peningkatan kapasitas lembaga desa dan organisasi kemasyaarakatan;

s. memberdyakan lembaga, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat degan pemberian motivasi dan bimbingan agar berperan aktif dalam perencanaan pembangunan desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;

t. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja;

u. membuat laporan pelaksnaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

v. memberikan saran dan pertimbsngan kepada atasan sebagai bahan masukan dalam pengmbilan keputusan;

w. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna kelancsaran pelaksanaan tugas.
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemberdyaaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum, dengan uraian tugas sebagai                 berikut :

a. menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang beralku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan pelaksnaan tugas;

e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, binaan dan arahan untuk peningkatan kinerja;

f. menginventarisasi permaslahan ketentraman dan ketertiban umum penerpan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kecsmatan secara sistematis untuk dikaji lebih lanjut;
g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman teknis dan pelaporan pelaksnaaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundsng-undangan serta pemeliharaaan sarana dan fasilitas pelayanan umum sessuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk disajikan kepada atasaan;

h. mengelola adminiatrasi ketentraman dan ketetiban umum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna tertib administrasi ketentraman dan ketertiban umum;

i. menyiapkan bahan pengkoordinasian dalam upaya penylenggaaaan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan paeraturan perundang-undangan serta pemeliharaaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk disajikan kepada atasan;

j. melaksanakan penegakan peratran daerah, peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan kewewenangannya agar dipatuhi masyarakat;
k. melaksanakan persiapan pembinaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur guna peningkatan pelaksnaan tugas;

l. menyiapkan bahan pelaksnaan pembinaan upaya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lainnya melalaui musyawarah guna terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;

m. memberdyakan lembsga masyarkat desa dan/atau kelurhan yang bergerak dibidang ketentraman dan ketertiban dengan pemberian motivasi dan bimbingan agar berperan aktif;

n. mengatur petugas piket pengamanan kantor beserta lingkungannya untu ketentraman dan ketetiban;

o. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja;

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dalam pengmbilan keputusan;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
Adapun bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut 
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG
[image: image1.png]CAMAT BODEH

— PURJANTO, SH
5 /rPemblna Ml T







2.2 SUMBER DAYA SKPD
1. Kepegawaian
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Bodeh didukung oleh personil sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut :
a. Perincian  Berdasarkan Jumlah Personil
	NO
	JABATAN
	JUMLAH

	1.
	Camat
	1 orang

	2.
	Sekretaris Kecamatan
	1 orang

	3.
	Kepala Seksi
	3 orang

	4.
	Kasubag
	3 orang

	5
	Staf/Pelaksana
	17 orang

	Jumlah
	25 orang


b. Perincian Berdasarkan Pendidikan
	O
	JABATAN
	PENDIDIKAN
	JUMLAH

	
	
	S D
	SLTP
	SLTA
	SARMUD
	S 1
	S 2
	

	1.
	Camat
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	2.
	Sekretaris Kecamatan 
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	3.
	Kepala Seksi
	-
	-
	-
	1
	2
	-
	3

	4.
	Kepala Sub Bagian
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	3

	5
	Staf / Pelaksana
	2
	3
	7
	1
	2
	-
	15

	Jumlah
	2
	3
	8
	2
	7
	1
	23


c. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang
	NO
	JABATAN
	GOL. RUANG
	JUMLAH

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1.
	Camat
	-
	-
	-
	1
	1

	2.
	Sekretaris Kecamatan
	-
	-
	-
	1
	1

	3.
	Kepala Seksi
	-
	-
	3
	-
	3

	4.
	Kepala Sub Bagian
	-
	-
	3
	-
	3

	5
	Staf/Pelaksana
	3
	8
	4
	-
	15

	Jumlah
	3
	8
	10
	2
	23


d. Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan
	NO
	JABATAN
	DIKLATPIM

(ADUM/ADUMLA/SPAMA)
	JUMLAH

	
	
	II
	III
	IV
	-
	

	1.
	Camat
	 -
	1
	-
	-
	1

	2.
	Sekretaris Kecamatan
	-
	1
	-
	-
	1

	3.
	Kepala Seksi / Sub Bagian
	-
	-
	5
	-
	5

	4.
	Staf
	-
	-
	1
	-
	1

	Jumlah
	-
	2
	6
	-
	8


2. Sarana Dan Prasarana
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, SKPD Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut :
	No.
	NAMA BARANG
	JUMLAH

	1.
	Tanah bangunan Kantor
	1 Bidang

	2.
	Tanah lapangan p.pem.sampah
	1 Bidang

	3.
	Mini Bus Suzuki APV
	1 Unit

	4.
	Sepeda Motor Honda Supra X
	1 Unit

	5.
	Sepeda Motor Honda Supra NF
	1 Unit

	6
	Sepeda Motor Yamaha YT
	2 Unit

	7.
	Sepeda Motor Honda MCB
	1 Unit

	8.
	Mesin Tik
	15 Buah

	9.
	Rak Besi
	3 Buah

	10.
	Filing Besi
	36 Buah

	11.
	Lemari Kaca
	1 Buah

	12.
	Lemari Kayu
	3 Buah

	13.
	Papan Visuill
	51 Buah

	14.
	Papan Nama Intansi
	10 Buah

	15.
	Kursi
	96 Buah

	16.
	Meja
	58 Buah

	17.
	Jam
	12 Buah

	18.
	Kipas Angin
	3 Buah

	19.
	Tv
	1 Buah

	20.
	PC. Unit Pentium 4
	13 Buah

	21.
	Laptop HP Kompak
	1 Buah

	22.
	Printer
	11 Buah

	23.
	Publik Adres/Metal
	1 Set

	24.
	Power Sopply
	1 Buah

	25.
	Pesawat Telepon
	1 Buah

	26.
	Alat Komunikasi Radio HT/FM
	2 Buah

	27.
	Peralatan Antena VHF/FM
	1Unit

	28. 
	Kompor Gas + Tabung Gas
	1 Unit

	29.
	Cassete Recorder
	1 Buah

	30.
	Laudspeker  TOA
	1 Buah

	31.
	Wirelees Tens
	1 Buah

	32.
	Miccropun
	3 Buah


3.
KONDISI UMUM
1. GEOGRAFIS.

a Kecamatan  Bodeh  terletak di dataran rendah dengan ketinggian  15 m/dpl ;

b Tempratur rata-rata 23°C  dengan jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun sebanyak 3.575 mm;

c Kecamatan Bodeh merupakan salah satu Kecamatan yang berada di jalur Pantura, letaknya disebelah timur pusat Pemerintahan Kabupaten Pemalang ;

d Luas wilayah Kecamatan 85,98 Km2 dan dilalui oleh 3 (tiga) sungai besar yaitu: Sungai Layangan ,Sungai Polaga dan Sungai Comal ;

e Jarak  Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten + 24 Km, dan dengan Ibukota Provinsi + 120 Km ;

f Adapun Batas-batas Kecamatan :

- Sebelah Utara

: Kecamatan Comal

- Sebelah Timur

: Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan 

: Kecamatan Watu Kumpul
- Seelah Barat 

: Kec.Bantarblang dan Kec. Ampelgading
2. DEMOGRAFI,

a Jumlah penduduk Kecamatan Bodeh sampai akhir tahun 2009 sejumlah 61.079 jiwa, terdiri dari :

- Laki-laki

: 30.099 jiwa

- Perempuan

: 30.980 jiwa

dengan kepadatan penduduk rata-rata 714/Km2.

b Jumlah Rumah Tangga sejumlah 12.993 dengan rata-rata anggota Rumah Tangga sejumlah 5 jiwa ;

c Mata  pencaharian   penduduk   Kecamatan  Bodeh  mayoritas     adalah pada   sektor    pertanian   ( 36.230 atau + 67,7 % ),  sektor industri, 
perdagangan dan lain-lain yang masing-masing tidak lebih dari 15 %.

d Masyarakat Kecamatan Bodeh hampir 95 % memeluk agama Islam (61.379 Orang), sedangkan lainnya beragama Katolik  23 Orang, Protestan 33 Orang 

e Tingkat Pendidikan

- Belum Sekolah

:   8.343


- Tidak Tamat SD

:   8.356


- Tamat SD

: 10.675

- Tamat SLTP

: 27.397

- Tamat SLTA

: 8.419

- Tamat Akademi

:      666

- Tamat PT


:      464


- Buta Huruf

:   1.462
3. SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana dan Prasarana Pendidikan


- TK

: 20

- SD

: 37

- MI

: 4


- MTs

: 3

- SLTP
 
: 4

- SLTA
: 1
2. Sarana, Prasarana dan Tenaga Kesehatan

1) Sarana dan Prasarana Kesehatan

- Puskesmas


:   1 buah
- Puskesmas rawat inap 
:   1 buah
- Pustu


:   4 buah

- Praktek Dokter

:   5 buah

- Posyandu


:   65 buah
2. Tenaga Kesehatan

- Dokter

:   5 orang

- Bidan

:  31 orang
- Perawat

:   13 orang
3. Pariwisata

:
4. Sarana Perekonomian
- Koperasi

: 3 buah

- Pasar Umum
: 4 buah


- Toko/Kios

: 179 buah


- Lumbung Desa
: 19 buah]

5. Sarana Dan Prasarana Sosial  :

· Seluruh wilayah desa di Kecamatan Bodeh dapat dilalui jalur darat dan sudah beraspal, dapat dilalui kendaraan roda 4 dan terdapat angkutan umum;

· Listrik sudah menjangkau seluruh pelosok desa ;

· Terdapat icon yang mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat dari sektor informal, yaitu industri kecil sejumlah 49 industri sedang 16 industri besar 1 dan industri rumah tangga sejumlah 46.
4. POTENSI  :
1. Peruntukan Lahan.

a. Sawah
: 2.601,20 Ha

- Irigasi Teknis


: 1.370,32 Ha

- Irigasi ½ Teknis


:    131.65 Ha
- Irigasi sederhana


: 170,67
- Tadah Hujan


: 928.57 Ha

b. Bukan Sawah
: 5.996,45 Ha

- Bangunan/Pekarangan

: 969.69 Ha 

- Tegalan/Kebun


: 764.55 Ha

- Ladang/Huma


: 6,00 Ha

- Hutan/Negara


: 3.684,40 Ha
- Hutan/Rakyat


: 167,41Ha

- Perkebunan Swasta/Negara
: 182,86 Ha
- Lain-lain



: 221,54 Ha

2. Potensi Komoditi
a. Pertanian 
: Padi ,Padi ladang Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar,

Kacang tanah , Kacang hijau , Bawang merah , Cabe merah , Timun ;           
b. Buah-buahan
: Alpukat, Jeruk, Mangga, Pepaya, Pisang dan Semangka ; 
c. Perkebunan
: Kelapa Sayur, Mlinjo, dan Tebu ;

d. Ternak Besar
: Sapi, Kerbau, Kuda, kambing, dan Domba;

e. Ternak Kecil
: Ayam Kampung Buras, Ayam Broiler, Itik, Mentog,  Angsa, Kelinci dan Puyuh ;
V. PEMERINTAHAN,

1. Kecamatan Bodeh terdiri dari 19 Desa,63 Dusun,78 RW dan 310 RT 
2. Instansi Pemerintah yang ada di Kecamatan Bodeh, antara lain :

- Instansi Otonom
: UPPK, Puskesmas,   UP-Pengairan,   UPKB & PP, BPP, Peternakan, Pertanian ;

- Instansi Vertikal
: KUA, Statistik, Pos dan 

                                   Giro, Perhutani, Polsek, Koramil ;

- Instansi BUMN/BUMD
: BRI,BKK

Adapun yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya koordinasi yang baik antar Satuan unit Kerja di tingkat Kecamatan Bodeh ;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 
3. Terselenggaranya peningkatan pelayanan umum
2.3 
KINERJA PELAYANAN SKPD 
Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diwujudkan dengan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Renstra SKPD dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun. Adapaun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh untuk pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sebagaimana Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD terlampir.
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG
Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Kecamatan Bodeh sebagai SKPD yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksinya.

Adapun yang menjadi tantangan dilihat dari faktor internal oraganisasi yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi : 

a.
kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
b. rendahnya motivasi aparat;
c. kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat ;
d. rendahnya disiplin aparat ;
e. kurangnya insentif aparatur kecamatan.
Sedangkan dilihat dari faktor eksternal organisasi yaitu adanya treatsment (ancaman ) yang diidentifikasikan adanya :

1. kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
2. Sering terjadinya Mutasi Pegawai ;

3. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;
4. kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat;
5. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan 
Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. adanya dukungan pemimpin ;
2. tersedianya jumlah apartur yang memadai.
3. tersedianya job description yang jelas;
4. adanya program yang jelas 
5. adanya sarana dan prasarana yang memadai
Sedangkan yang menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. adanya dukungan aparat desa.
2. adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparat kecamatan;
3. adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan   masyarakat ;
4. adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan ;
Dari analisis faktor-faktor internal dan eksternal untuk memanfaatkan kekuatan serta peluang tersebut diatas guna mendukung keberhasilan tujuan organisasi hal-hal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan dukungan pimpinan untuk memanfaatkan kesempatan diklat aparat;
2. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai guna mencukupi kebutuhan data yang valid ;
3. Manfaatkan program dan kewenangan yang jelas untuk optimalisasi bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Manfaatkan job description yang jelas dan dukungan aparat untuk optimalisasi pembangunan;
5. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat guna optimalisasi pembangunan;
6. Meningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat;
7. Mengembangkan manajemen dan mekanisme  pelayanan prima masyarakat.
Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu :

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat ;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia Aparatur dan Masyarakat ;

3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.
Dari uraian di atas, dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dengan mengindentifikasi kekuatan dan peluang maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pemalang serta program nasional maupun program MDGs (Millenium Development Goals )
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  TUGAS DAN FUNGSI
 PELAYANAN SKPD
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 
 Pelayanan SKPD

Kecamatan Bodeh sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
Adapun yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  Kecamatan Bodeh meliputi: 
a) Partisipasi masyarakat belum maksimal 

b) Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat terakomodir

c) Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan

d) 
Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya.

e) Kerjasama antar pemerintah secara vertikal dan horisontal belum dilaksanakan secara optimal untuk memanfaatkan semua potensi yang ada.
1. Masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang tumpang tindih dan kurang sinergis.

2. Pengelolaan sistem informasi daerah masih belum optimal dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud.

3. Terbatasnya sumber daya manyusia ( SDM  )

4. Koordinasi yang lemah antar SKPD dalam penyediaan data dan masih lemahnya pengelolaan data pada SKPD.

5. Masih lemahnya pendataan dan data kurang valid sehingga sering ditemukan adanya perbedaan data dari desa dengan data di Kecamatan.
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil 
       Kepala Daerah Terpilih
Kebijakan pembangunan daerah merupakann bagian terintegral dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, khususnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun yang merupakann program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilihh periode 2011 – 2016 diwujudkan dengan Visi  ” Kabupaten Pemalang Yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia ”  yang  dijabarkan   kedalam    Misi                sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial;

2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan berbasis kompetensi;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah;
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil dan menengah ( UKM ) ;

5. Meningkatkan prasarana sarana dasar dan ekonomi guna pengembangan sinergi sentra-sentra produksi di pedesaan;

6. Mengembangkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghormati;

Atas dasar arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang yang diwujudkan dalam bentuk visi dan misi menjadi dasar acuan dan landasan operasional bagi Kecamatan Bodeh dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan untuk menyusun prioritas program dan kegiatan periode 5  ( lima ) tahun mendatang dalam bentuk Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Bodeh Tahun 2011 - 2016 .
3.3 Telaahan Renstra Kabupaten Pemalang

Pembangunan jangka menengah kabupatan Pemalang di upayakan untuk mendukung kebijakan Pembngunan Nasional,selain itu Pembangunan Daerah Kabupaten Pemlang Sinergi dan Komitmen Nasinal yaitu pencapaian target Pembangunan Milinium (MDGS) untuk semua urusan sejalan dengan Visi dan Missi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang guna menyelesaikan permasalahan Pembangunan kedepan di Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan kondisi Daerah maka dirumuskan kebijakan Strategis dan Preoritas sebagai berikut :

i. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Sosial.
ii. Meningkatkan Pendidikan dan Ketrampilan berbasis Kompetensi.
iii. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melelui Pelyanan Prima, meningkatkan Investasi dan daya saing Daerah.
iv. Mewujukan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pertanian, Perdagangan, Jasa dan  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
v. Meningkatakan Prasarana sarana dan Ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra Produksi di pedesaan
vi. Mengembangkan kehidupan Beragama yang harmonis Toleransi dan saling menghormati.
vii. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang menjadi suatu acuan dan Landasan Oprasional bagi Kecamatan dalam menyusun Renstra Kecamtan Bodeh Tahun 2011-2016.
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
    

     Kebijakan penata ruang di Kabupaten Pemalang sebagai mana yang tertuang di dalam Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang menetapkan  lokasi/kawasan yang harus di lindungi,kawasan pengembangan ,budidaya,produksi dan pemukiman guna kesejahteraaan Masyarakat.Tata Ruang Kabupaten Pemalang di titik beratkan pada bidang Pertanian tanaman pangan yang di topang oleh Ekonomi dan Perdagangan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalng tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamtan Bodeh termasuk dalam kawasan:
· Peruntukan Perikanan air tawar beserta 12 Kecamatan lainnya.

· Kawasan lindung yaitu kawasan yang memeberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yaitu luas kawasan resapan air seluas 200 Ha.

· Kecamatan Bodeh termasuk Wilayah rawan bencana.
Pemerintah Kecamatan Bodeh termsuk bagian dari Pemerintah Kabupaten Pemalang maka wajib mentaati dan komitmen terhadap perda RTRW meskipun dalam pelaksanaaan ada hambatan-hambatan yang antara lain :

· Penebangan liar sehingga hutan rusak.
· Penambangan liar.
Laju Pembangunan tahun terakhir disamping berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat juga berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.Guna mencegah hal tersebut  Kecamatan Bodeh berkerja sama dengan intansi terkait mengadakan Penyuluhan pada Masyarakat tentang perlunya kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Melarang Penambangan liar serta menanam kembali lahan kritis guna mencegah pencemaran lingkungan.




3.5 Isu – Isu Strategis
Sedangkan isu-isu strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 untuk SKPD Kecamatan Bodeh mencakup:
- Tingginya angka penganguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja.

Hal ini ditunjukan dengan angka penganguran terbuka sebesar      dan rendahnya berpendidikan tenaga kerja (SD/Sedrajat) dan Ketrampilan terbatas.

-
Tingginya Jumlah Penduduk Miskin.

Masih cukup tingginya penduduk miskin di Kecamtan Bodeh pada tahun 2011 sebesar 4.658 jiwa.

-
Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.


Usia harapan hidup sebesar 67,46 tahun pada tahun 2010,lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah sebesar 71,25 tahun,Munculnya penyakit baru serta penyakit lama muncul kembali.

-
Belum terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang amanah (good governance)

Masih belum optimalnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, kurangnya disiplin PNS dan pelayanan administrasi,persampahan, air bersih dan penanggulangan bencana dirasakan masih lambat dan memakan waktu yang lama.  
1.
Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan.

b. Partisipasi masyarakat belum maksimal, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat diakomodir.

c. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya.

d. Kerjasama antar pemerintah secara vertikal dan horisontal belum dilaksanakan secara optimal untuk memanfaatkan semua potensi yang ada.

e. Masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang tumpang tindih dan kurang sinergis.
2
Urusan Statistik

a. Pengelolaan sistem informasi daerah masih belum optimal dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud.

b. Terbatasnya SDM di bidang statistik

c. Koordinasi yang lemah antar SKPD dalam penyediaan data dan masih lemahnya pengelolaan data pada SKPD.

d. Masih sering ditemukan adanya perbedaan data dari desa dengan data di Kecamatan.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi Dan Misi SKPD
4.1.1 Visi

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas  pelaksanaan program, Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tahap sebagaimana tersebut di atas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu :

· Menarik komitmen dan menggerakkan orang

· Menciptakan makna bagi kehidupan berorganisasi

· Menciptakan standar unggulan

· Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Visi  Kecamatan Bodeh Kabupaten  Pemalang  adalah :

" Terciptanya Tertib Administrasi Penyelengaraan Pemerintahan Guna Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang Prima   “
Penjelasan makna Visi Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut di atas mempunyai makna, bahwa untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang baik yaitu melalui 
pelayanan prima dengan memberdayaan aparatur guna terciptannya kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa serta  partisipatif, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
4.1.2 Misi
Untuk  mewujudkan visi  Kecamatan Bodeh  Kabupaten  Pemalang  sebagaimana  dimaksud  diatas,  haruslah  ditetapkan  suatu Misi , yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi  pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana  perencanaan dan program suatu instansi pemerintah yang ingin dicapai.

Misi SKPD Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang adalah :     
a) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang berbasis pelayanan prima ;
b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi ketatausahaan ;
c) Meningkatkan kualitas kemampuan kelembagaan organisasi yang optimal melalui pemantapan tugas dan kewenangan aparatur yang berjiwa profesional ;
d) Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat ;
e) Meningkat peran dan fungsi koordinasi dan pembinaan berkesinambungan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Untuk menentukan langkah-langkah yang lebih operasional maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima sebagai manifestasi dari pelaksanaan  good governance dilaksanakan melalui kegiatan yang mencakup :

a. Pelayanan yang cepat , tepat dan murah.

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

c. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

2. Untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi yang baik perlu dilaksanakan kegiatan yang meliputi :

a. Peningkatan Sumber daya manusia.

b. Terciptanya akuntabilitas publik melalui tertib administrasi pemerintahan.
3. Dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan langkah-langkah yang diperlukan antara lain :

a. Pelaksanaan bimbingan teknis  dan pelatihan-pelatihan .

b.  Pemantapan pelaksanaan Tupoksi guna peningkatan profesionalisme penyelenggara pemerintahan.

4. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan dukungan :

a. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah.

b. Pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.

5. Untuk mewujudkan fungsi koordinasi dan pembinaan yang berkeninambungan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan langkah-langkah yang meliputi :
a. Peningkatan fungsi koordinasi antar instansi terkait.
b. Peningkatan partisipasi masyarakat guna menunjang pembagunan.
4.3. Strategi Dan Kebijakan
  Untuk mencapai tujuan 1 ( Meningkatkan kualitas pelayanan prima sebagai manifestasi good governace ) yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa.

2. Meningkatkan pelayanan yang  cepat, tepat dan murah sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor yang lebih memadai.

4. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Strategi untuk mencapai tujuan 2 ( Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi yang baik ) yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Menciptakan akuntabilitas publik dengan tertib administrasi pemerintahan.

Strategi untuk mencapai tujuan 3 ( Meningkatkan kualitas kelembagaan ) yaitu :

1. Mengikutsertakan aparatur baik di tingkat kecamatan atau desa dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan.

2. Menindaklanjuti pelaksanaan tupoksi sebagai bentuk profesionalisme penyelenggara pemerintahan.

Strategi untuk mencapai tujuan 4 ( Mewujudkan (good governance) pemerintahan yang baik ) yaitu :

1. Meningkatkan fungsi pemberdayaan aparatur pemerintah.

2. Meningkatkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan yang berkesinambungan.

Strategi untuk mencapai tujuan 5 ( Mewujudkan fungsi koordinasi dan pembinaan yang berkesinambungan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ) yaitu :

1. Meningkatkan fungsi koordinasi dan konsultasi antar dinas/instansi   terkait.

2. Meningkatkan peran partisipasi masyarakat untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. 

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun                  2011 – 2016,  maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Pemalang 2011-2016.
1. Meningkatakan kesejahteraan Masyarakat dan jaminan Sosial melalui Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak.

· Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan sumber daya perempuan dan anak.

· Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan,fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. 
2. Mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik melalui pelayanan prima ,peningkatan investasi dan daya saing daerah.

· Program penataan Administrasi Kependudukan melalui peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

· Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

· Program mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat.

· Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan daearah,memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
· Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui :

1) Penyelenggaraaan bulan bakti gotong royong masyarakat
2) Pembinaan pengunaan alokasi dana Desa
3) Fasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa
4) Pembinaan partisipasi peran serta masyarakat
· Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (KLH) melalui kerja sama dengan Dinas terkait.
3. Meningkatkan Prasarana-sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di perdesaan

· Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

1) Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (rusak berat)
2) Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (pemeliharaan untuk rusak ringan)
· Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan
	MATRIK RENCANA SETRATEGIS  ( RENSTRA ) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )
	Tabel
	5.1

	KECAMATAN BODEH TAHUN ANGGARAN 2011 - 2016 
	
	

	KABUPATEN PEMALANG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 K O D E
	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
	PAGU DANA

	
	
	

	
	
	TAHUN 2011
	TAHUN 2012
	TAHUN 2013
	TAHUN 2014
	TAHUN 2015

	 
	 
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	 
	 
	 
	 
	 
	%
	
	%
	
	%
	
	%
	
	%
	

	1
	20
	01
	 
	Program Pealayanan Administrasi Perkantoran
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	20
	01
	01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	20
	     8.400.000,00 
	       40 
	        9.000.000,00 
	          60 
	        9.900.000,00 
	          80 
	     10.890.000,00 
	     100 
	   11.979.000,00 

	1
	20
	01
	02
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	20
	  12.000.000,00 
	       40 
	     13.000.000,00 
	          60 
	     14.300.000,00 
	          80 
	     15.730.000,00 
	     100 
	   17.303.000,00 

	1
	20
	01
	06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional
	20
	     2.700.000,00 
	       40 
	        3.000.000,00 
	          60 
	        3.300.000,00 
	          80 
	        3.630.000,00 
	     100 
	      3.993.000,00 

	1
	20
	01
	08
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
	20
	     2.700.000,00 
	       40 
	        2.700.000,00 
	          60 
	        2.970.000,00 
	          80 
	        3.267.000,00 
	     100 
	      3.593.700,00 

	1
	20
	01
	10
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	20
	     9.060.000,00 
	       40 
	     10.000.000,00 
	          60 
	     11.000.000,00 
	          80 
	     12.100.000,00 
	     100 
	   13.310.000,00 

	1
	20
	01
	11
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
	20
	     2.000.000,00 
	       40 
	        2.700.000,00 
	          60 
	        2.970.000,00 
	          80 
	        3.267.000,00 
	     100 
	      3.593.700,00 

	1
	20
	01
	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor.
	20
	     2.000.000,00 
	       40 
	        2.000.000,00 
	          60 
	        2.200.000,00 
	          80 
	        2.420.000,00 
	     100 
	      2.662.000,00 

	1
	20
	01
	13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	 
	                                 -   
	 
	                                    -   
	          60 
	        3.000.000,00 
	          80 
	        3.300.000,00 
	     100 
	      3.630.000,00 

	1
	20
	01
	15
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	20
	     1.200.000,00 
	       40 
	        1.200.000,00 
	          60 
	        1.320.000,00 
	          80 
	        1.452.000,00 
	     100 
	      1.597.200,00 

	1
	20
	01
	17
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	20
	     8.000.000,00 
	       40 
	     10.000.000,00 
	          60 
	     11.000.000,00 
	          80 
	     12.100.000,00 
	     100 
	   13.310.000,00 

	1
	20
	01
	19
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
	20
	  11.500.000,00 
	       40 
	     11.500.000,00 
	          60 
	     12.650.000,00 
	          80 
	     13.915.000,00 
	     100 
	   15.306.500,00 

	1
	20
	02
	 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	20
	02
	21
	Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Dinas
	20
	     3.000.000,00 
	       40 
	        3.500.000,00 
	          60 
	        3.850.000,00 
	          80 
	        4.235.000,00 
	     100 
	      4.658.500,00 

	1
	20
	02
	22
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	 
	                                 -   
	       40 
	     15.800.000,00 
	          60 
	     17.380.000,00 
	          80 
	     19.118.000,00 
	     100 
	   21.029.800,00 

	1
	20
	02
	24
	Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas/oprasional
	20
	     8.000.000,00 
	       40 
	        9.000.000,00 
	          60 
	        9.900.000,00 
	          80 
	     10.890.000,00 
	     100 
	   11.979.000,00 

	1
	20
	02
	27
	Pemelihraan Rutin/berkala Peralatan Rumah Dinas
	 
	                                 -   
	       40 
	        2.000.000,00 
	          60 
	        2.200.000,00 
	          80 
	        2.420.000,00 
	     100 
	      2.662.000,00 

	1
	20
	02
	28
	Pemelihraan Rutin/berkala peralatan  Gedung Kantor.
	20
	     8.300.000,00 
	       40 
	        3.000.000,00 
	          60 
	        3.300.000,00 
	          80 
	        3.630.000,00 
	     100 
	      3.993.000,00 

	1
	20
	02
	29
	Pemeliharaan rutin / berkala maeubelair
	 
	                                 -   
	 
	                                    -   
	          60 
	        2.000.000,00 
	          80 
	        2.200.000,00 
	     100 
	      2.420.000,00 

	1
	20
	02
	30
	Pemelihraan Rutin/berkala Komputer dan perlengkapannya 
	20
	     2.000.000,00 
	       40 
	        2.500.000,00 
	          60 
	        2.750.000,00 
	          80 
	        3.025.000,00 
	     100 
	      3.327.500,00 

	1
	20
	02
	42
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
	 
	 
	       40 
	  125.000.000,00 
	          60 
	  137.500.000,00 
	          80 
	  151.250.000,00 
	     100 
	166.375.000,00



	1
	20
	02
	42
	Rehab berat sedang pendopo Kecamatan
	 
	 
	       40 
	     99.000.000,00 
	          60 
	  108.900.000,00 
	          80 
	  119.790.000,00 
	     100 
	131.769.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	20
	06
	 
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	20
	06
	01
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	20
	 
	       40 
	        1.500.000,00 
	          60 
	        1.650.000,00 
	          80 
	        1.815.000,00 
	     100 
	      1.996.500,00 

	1
	20
	19
	 
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	20
	19
	01
	Evaluasi Rancangan peraturan desa tentang APB desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	20
	19
	04
	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	20
	24
	 
	Program Mengintensipkan Penanaganan Pengaduan Masyarakat 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	20
	24
	05
	Kordinasi Kecamatan dan Desa
	20
	  45.575.000,00 
	       40 
	     50.000.000,00 
	          60 
	     55.000.000,00 
	          80 
	     60.500.000,00 
	     100 
	   66.550.000,00 

	1
	06
	 
	 
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	06
	21
	 
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	06
	21
	14
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
	20
	  15.300.000,00 
	       40 
	     20.000.000,00 
	          60 
	     22.000.000,00 
	          80 
	     24.200.000,00 
	     100 
	   26.620.000,00 

	1
	22
	
	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	20
	
	40
	
	60
	
	80
	
	   100
	

	1
	22
	16
	17
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
	20
	
	40
	
	60
	
	80
	
	   100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	22
	17
	08
	Pembinaan Alokasi Dana Desa
	
	
	
	9.500.000
	
	14.250.000
	
	14.250.000
	
	14.250.000

	1
	22
	17
	10
	Fasilitasi Pelaksanaan Kerja sama dengan pihak ketiga dlm pembangunan desa 
	
	
	
	256.067.600
	
	339.906.000
	
	817.624.000
	
	

	1
	22
	17
	17
	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa
	
	
	
	109.994.000
	
	
	
	
	
	

	1
	19
	17
	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	
	20
	
	40
	
	60
	
	80
	
	   100

	1
	19
	17
	03
	Penyelengaraan Hari Besar Nasional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bodeh dalam Renstra Tahun 2011-2016. telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.
                                                                          PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SKPD KECAMATAN BODEH                                                          Tabel 6.1
TAHUN 2011 – 2016

KABUPATEN PEM,ALANG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 K O D E
	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 

	
	
	

	
	
	TAHUN 2011
	TAHUN 2012
	TAHUN 2013
	TAHUN 2014
	TAHUN 2015

	1
	20
	01
	
	Program Pealayanan Administrasi Perkantoran
	20

	40

	60

	80

	100


	1
	20
	01
	01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	01
	02
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	01
	06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	01
	08
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	01
	10
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	01
	11
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	01
	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor.
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	01
	13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	01
	15
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	01
	17
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	01
	19
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	02
	 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	02
	21
	Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Dinas
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	02
	22
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	02
	24
	Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas/oprasional
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	02
	27
	Pemelihraan Rutin/berkala Peralatan Rumah Dinas
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	02
	28
	Pemelihraan Rutin/berkala peralatan  Gedung Kantor.
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	02
	29
	Pemeliharaan rutin / berkala maeubelair
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	02
	30
	Pemelihraan Rutin/berkala Komputer dan perlengkapannya 
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	02
	42
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	02
	42
	Rehab berat sedang pendopo Kecamatan
	20
	40
	60
	80
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	06
	 
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	06
	01
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	19
	 
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	19
	01
	Evaluasi Rancangan peraturan desa tentang APB desa
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	19
	04
	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	24
	 
	Program Mengintensipkan Penanaganan Pengaduan Masyarakat 
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	20
	24
	05
	Kordinasi Kecamatan dan Desa
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	06
	 
	 
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	06
	21
	 
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	06
	21
	14
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	22
	
	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	22
	17
	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	22
	17
	08
	Pembinaan Alokasi Dana Desa 
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	22
	17
	10
	Fasilitasi Pelaksanaan Kerja sama dengan pihak ketiga dlm pembangunan desa 
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	22
	17
	17
	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	19
	17
	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	20
	40
	60
	80
	100

	1
	19
	17
	03
	Penyelengaraan Hari Besar Nasional
	20
	40
	60
	80
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tahun 2011–2016 merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memilki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja SKPD Kecamatan Bodeh di masa-masa mendatang. 

Ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Rencana Strategis SKPD Kecamatan Bodeh memuat rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Kecamatan Bodeh dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis  ( Renstra ) Tahun 2011 - 2016 harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Bodeh setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah       ( RKPD ) Kabupaten Pemalang. Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.           
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